Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Kebijakan luar negeri Jerman dalam merespon isu perubahan iklim
global (periode 1997-2007

Hari Poerna Setiawan, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=117603& |okasi=lokal

Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-
negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun
dibutuhkan kerja sama negara-negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan
memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan
mengingat adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju
untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya
hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju
mengimbau agar negara berkembang ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata
mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat.

Awal tahun 1990-an PBB menyepakati pembentukan UNFCCC sebagai wadah bagi pel aksanaan
perundingan untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Protokol Kyoto
yang disusun sebagai mekanisme mengikat (legally binding) untuk melakukan pengurangan emisi gas
rumah kacatidak dapat berjalan efektif karena pertentangan kepentingan negara maju dan negara
berkembang terkait dengan kepentingan ekonomi. Diantara negara maju, Jerman merespon isu perubahan
iklim dengan kebijakankebijakan yang aktif dan progresif. Bersama Uni Eropa, Jerman senantiasa
menunjukkan komitmennya dalam mengusulkan dan memelopori tindakantindakan konkret dalam rangka
mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto. Kebijakan luar negeri Jerman yang
progresif dalam menangani isu perubahan iklim lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik domestik.
Sebagal negara demokrasi liberal, pemerintah federal Jerman berperan untuk mengel ola dinamika politik
domestik untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

Perundingan internasional dalam kerangka UNFCCC yang berlangsung setiap tahun pada kenyataannya
telah menjadi wahana pertarungan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju berhadapan dengan
negara berkembang. Ditengah kondisi tersebut, kebijakan luar negeri Jerman senantiasa mendinamisasi
politik perubahan iklim dari kebuntuan-kebuntuan yang mengancam bubarnya kesepakatan global mengenai
upaya memerangi perubahan iklim.

<hr>

Climate change has increasingly threatened the life of people in thisworld. This problem has urged many
countries to take actions. The climate change problem can not be resolved by individual country, but it needs
the cooperation among all countries in thisworld.. However, the cooperation between developed and
developing countries seems uneasy because of the differences of economic interests among them. In this
issue, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions
that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also
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call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit
greenhouse gases more than developed countries.

In early 1990s, the United Nations has approved the establishment of UNFCCC, forum under United
Nations, as atools for negotiation in order to arrange the mechanisms for the prevention and dealing with
climate change issue. Kyoto Protocol is one of binding mechanism in order to reduce greenhouse gas
emissions. However, it is not be effective because of conflict in economic interest between developed and
developing coutries. Among developed countries, Germany has strong political leadership in responding to
global climate change. German is also very active and progressive in developing its climate change policies.
Germany with the EU always shows its strong commitment in recommending and pioneering actionsin
order to reduce emissions even more than as required in the Kyoto Protocol. German foreign policy in
dealing with climate change is more influenced by domestic political conditions. As aliberal democratic
country, the federal government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be
formulated in foreign policy on global climate change.

International negotiation in the UNFCCC framework conducts every year. Nevertheless, this negotiation
forum is used to fight the economic and political interests between developed and developing countries. In
this condition, German foreign policy often comes up with progressive policy that avoids the impasse of
global agreement efforts in combat climate change.



